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MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

. NOMOR :20 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA DI BIDANG KEGIATAN USAHA

MINYAK DAN GAS BUMI SECARA WAJIB

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

bahwa dalam rangka pemenuhan kompetensi tenaga teknik yang
berkualitas dan memiliki kemampuan teknis dan ketrampilan
khusus minyak dan gas bumi, perlu ditetapkan Pemberlakuan
Secara Wajib Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Di
Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;

bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 111 K/70/MEM/2003 tentang Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia Kompetensi Kerja Tenaga Teknik Khusus
Minyak dan Gas Bumi Sebagai Standar Wajib Di Bidang Kegiatan
Usaha Minyak dan Gas Bumi, sudah tidak sesuai dengan
perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang minyak
dan gas bumi dan peraturan perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pemberlakuan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang kegiatan usaha
Minyak dan Gas Bumi secara wajib dalam suatu Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4152) sebagaimana
telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
002/PUU-1/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279):

Mijn Politie Reglement 1930 (Stbl. 1930 Nomor 341);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang
Pengawasan Pelaksana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan
Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3031);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang
Keselamatan Kerja Pada Pemurnian Dan Pengolahan Minyak
dan Gas Bumi - (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
1979 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3135); h

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan
Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan L.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4436);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem
Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4637);

9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20
Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28
Agustus 2008;

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030
- Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Momor
Per.21/MEN/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007 tentang Tata Cara
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA D! BIDANG KEGIATAN USAHA MINYAK DAN
GAS BUMI SECARA WAJIB.

Pasal 1

Memberlakukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
Di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang terdiri dari :

a. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri
Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak
dan Gas Bumi Hulu Bidang Pengeboran Sub Bidang Pengeboran
Darat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.241/MEN/V/2007 tanggal 31 Mei
2007; ‘
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. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak
" dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan
Gas Bumi Hulu Hilir (Supporting) Bidang Laboratorium Pengujian
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Nomor KEP.242/MEN/V/2007 tanggal 31 Mei
2007, :

. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak
dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan
Gas Bumi Hulu Bidang Produksi Sub Bidang Perawatan Sumur
sebagaimana ditetapkan daiam Keputusan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Nomor KEP.243/MEN/V/2007 tanggal 31 Mei
2007;

. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak
dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan
Gas Bumi Hulu Hilir (Supporting) Bidang Sistem Manajemen
Lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.244/MEN/\//2007
tanggal 31 Mei 2007,

. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak
dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan
Gas Bumi Hulu Hilir (Supporting) Bidang Operasi Pesawat Angkat,
Angkut dan lkat Beban sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan
Menteri Tenaga Kerja  dan Transmigrasi Nomor
KEP.245/MEN/V/2007 tanggal 31 Mei 2007,

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak
dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan
Gas Bumi Hulu Hilir (Supporting) Bidang Aviasi sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor KEP.246/MEN/V/2007 tanggal 31 Mei 2007;

. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak
dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan
Gas Bumi Hulu Hilir (Supporting) Bidang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.248/MEN/NV/2007
tanggal 31 Mei 2007;

. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak
dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan
Gas Bumi Hulu Bidang Produksi Sub Bidang Operasi Produksi
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Nomor KEP.250/MEN/V/2007 tanggal 31 Mei
2007, '

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak
dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan
Gas Bumi Hulu Bidang Eksplorasi Sub Bidang Penyelidikan Seismik
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Nomor KEP.251/MEN/V/2007 tangga! 31 Mei
2007;

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak
dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan
Gas Bumi Hulu Hilir (Supporting) Bidang Boiler Sub Bidang Operasi
Boiler sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.254/MEN/V/2007 tanggal 31 Mei
2007,
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sebagaimana tercantum dalam Lampiran | sampai dengan Lampiran X
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,
sebagai SKKNI wajib.

Pasal 2

SKKNI Di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan bagi penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi di
bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 3 ~

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, Badan
Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib mempekerjakan tenaga kerja
yang memenuhi dan memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Terhadap tenaga kerja di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi
yang telah memiliki Sertifikat Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas
Bumi yang dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, tetap
berlaku sampai berakhirnya masa sertifikat dimaksud.

Pasal 5

(1) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan pembinaan
dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

(2) Dalam rangka penerapan SKKNI sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menetapkan
petunjuk teknis.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor 111 K/70/MEM/2003 tanggal 14
Februari 2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia
Kompetensi Kerja Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi
Sebagai Standar Wajib Di Bidang Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas
Bumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2008

~_ MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

YUSGIANTORO




